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Dengan Hormat,  

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Bukti Iklan 
Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah 
("RUPSU") atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 
yang akan diselenggarakan pada 16 Desember 2024. Sehubungan dengan hal tersebut 
Perseroan menyampaikan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPSU atas Sukuk 
Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 yang telah dipublikasikan 
melalui Surat Kabar Harian Terbit dan website Perseroan pada hari Rabu, 13 November 
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Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.  
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BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) mengadakan acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 
Laporan Keuangan (LK) Bagian Anggaran (BA.999.07) belanja subsidi/pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
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Pertamina EP Dukung Keberlanjutan
Energi di Ajang ADIPEC 2024

PLN Gandeng Mubadala Energy
Tingkatkan Pemanfaatan Gas Bumi Pemerintah 

Sederhanakan 
Distribusi Pupuk 
Subsidi

Museum BPK Dinilai 
Berperan Penting
Dalam Edukasi Tata 
Kelola Keuangan

Jakarta, HanTer - PT PLN (Per-
sero) melalui subholding Energi 
Primer Indonesia (PLN EPI), 
menggandeng perusahaan ener-
gi Uni Emirat Arab (UEA), Mu-
badala Energy untuk kerja sama 
utilisasi dan pengembangan 
infrastruktur gas bumi dari Blok 
Andaman Selatan yang terletak di 
lepas pantai utara Aceh.

Direktur Utama PLN Dar-
mawan Prasodjo mengatakan, 
kerja sama antara PLN dengan 
Mubadala Energy merupakan 
wujud komitmen perseroan untuk 
mendorong pemanfaatan gas 
bumi di sektor kelistrikan. Upaya 
ini searah dengan program tran-
sisi energi pemerintah Indonesia 
untuk mencapai nol emisi di 
tahun 2060.

"Gas bumi merupakan sum-
ber energi yang vital dalam 
mendorong transisi energi sektor 

kelistrikan. Indonesia memiliki 
potensi sumber gas bumi yang 
melimpah dan kerjasama ini akan 
mendorong hadirnya alternatif 
sumber energi untuk pembangkit 
listrik," kata Darmawan dalam 
keterangannya di Jakarta, Selasa 
(12/11/2024)

Darmawan menambahkan 
dengan kolaborasi ini, PLN ber-
potensi mendapatkan pasokan 
gas sebagai sumber energi ren-
dah emisi. Selanjutnya, kedua 
belah pihak akan segera melaku-
kan studi menyeluruh terkait pe-
manfaatan gas yang ditemukan 
di Blok Andaman Selatan.

"PLN berkomitmen penuh 
mengembangkan energi yang 
lebih hijau untuk memastikan 
masa depan yang lebih baik 
untuk generasi mendatang. Per-
ubahan iklim menjadi isu global 
sehingga dalam penanganannya 

pun diperlukan kolaborasi kolek-
tif," jelas Darmawan.

Sementara itu, Managing 
Director & CEO Mubadala Energy 
Mansoor Mohamed Al Hamed 
mengatakan, penandatanganan 
MoU menjadi tahapan penting 
dalam pengembangan energi 
berkelanjutan antara kedua belah 
pihak.

"Kami percaya dengan kerja 
sama ini kita dapat mengopti-
malkan potensi Blok Andaman 
Selatan dan memberikan dampak 
yang signifikan bagi perusahaan 
maupun seluruh wilayah," kata 
Mansoor.

Kolaborasi PLN-Mubadala 
Energy tersebut ditandai dengan 
penandatanganan Memoran-
dum of Understanding (MoU) 
kedua belah pihak pada Selasa 
(5/11/2024) di Abu Dhabi.

Direktur Utama PLN EPI Iwan 

Agung Firstantara menjelaskan 
bahwa gas bumi yang akan 
dieksplorasi berasal dari sumur 
Layaran dan Tangkulo di wilayah 
lepas pantai utara Aceh. Kedua 
sumur tersebut diestimasi me-
ngandung lebih dari 8 TCF gas.

Dengan sumber daya gas 
alam ini, PLN EPI dan Muba-
dala Energy berkomitmen untuk 
mengembangkan infrastruktur 
yang mendukung pemrosesan, 
transportasi, dan distribusi gas, 
sehingga dapat mendukung ke-
butuhan energi bersih yang kian 
meningkat di Indonesia.

“Kami berharap studi ini 
dapat menghasilkan peta jalan 
yang konkret dalam pemanfaatan 
gas alam sebagai solusi energi 
bersih yang tidak hanya ramah 
lingkungan, tetapi juga berdam-
pak positif pada ekonomi lokal 
dan infrastruktur Indonesia,” ujar 

Iwan Agung.
Lebih lanjut, Iwan Agung 

mengungkapkan bahwa kerja 
sama ini juga mencakup pe-
ngembangan kapasitas sumber 
daya manusia di PLN melalui 
lokakarya dan diskusi kelompok 
untuk memperkuat keahlian 
dalam pengelolaan infrastruktur 
gas. Melalui pendekatan kolabo-
ratif ini, PLN EPI berharap untuk 
memastikan keamanan energi 
nasional sekaligus mendukung 
pengurangan emisi karbon.

"Kerja sama ini juga akan 
menetapkan parameter untuk 
mengkaji peningkatan infra-
struktur yang diperlukan untuk 
mendukung pemrosesan gas, 
transportasi, dan pertumbuhan 
ekonomi lokal dalam mendukung 
tujuan ketahanan energi dan tran-
sisi energi Indonesia," ujarnya. 

 Safari

BPK TEMUKAN NILAI KOREKSI 
RP1,8 TRILIUN TERKAIT 
PROGRAM SUBSIDI 15 BUMN

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry 
Warjiyo memperkirakan anggaran tahunan 

BI (ATBI) 2025 akan mengalami defi sit 
sebesar Rp26,7 triliun.
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lian intern dalam mekanisme 
perhitungan dan penyaluran 
subsidi.

“Dampak dari permasa-
lahan tersebut pada akhirnya 
mengurangi ruang fi skal un-
tuk mendukung program pe-
merintah lainnya," ujarnya.

Berdasarkan hasil pe-
meriksaan tersebut, BPK 
merekomendasikan dewan 
komisaris BUMN untuk me-
ningkatkan pengawasan ke-
pada jajaran direksi dalam 
penyediaan barang subsidi, 
terutama perhitungan dan 
penetapan komponen biaya. 

Rekomendasi ini diberikan 
dalam rangka mencegah 
moral hazard dan kebocoran 
biaya produksi yang pada 
akhirnya dibebankan kepada 
harga pokok penjualan.

“Kepada jajaran direksi 
BUMN agar memperbaiki 
sistem dan mekanisme pe-
nyaluran dan perhitung-
an subsidi, meningkatkan 
pengawasan kepada para 
pelaksana untuk lebih cermat 
dan akurat dalam menyusun 
laporan perhitungan subsi-
di," ujar Anggota VII BPK 
itu pula.

Satuan pengawas inter-
nal juga diharapkan lebih cer-
mat dalam mereviu laporan 
perhitungan subsidi.

“Untuk BUMN, harus 
dapat meningkatkan kualitas 
data yang akurat dan terin-
tegrasi, serta dapat berkoor-
dinasi secara lebih intensif 
dengan kementerian teknis 
dan Menteri Keuangan atas 
kelebihan/kekurangan pem-
bayaran subsidi tahun 2023, 
dengan mendasarkan kepada 
hasil pemeriksaan BPK,” 
ujarnya. Dedy. 

 Sammy

Jakarta, HanTer - Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menemukan nilai koreksi 
sebesar Rp1,8 triliun atas 
pelaksanaan program sub-
sidi/kompensasi/public ser-
vice obligation (PSO) tahun 
anggaran 2023 terhadap 15 
BUMN berdasarkan hasil 
pemeriksaan pada semester 
I-2024.

Pada 10 BUMN, BPK 
menemukan ketidaksesu-
aian pengelolaan subsidi 
dengan peraturan perun-
dang-undangan sebesar 
Rp461,63 miliar.

Koreksi tersebut di an-
taranya juga berasal dari 
subsidi pupuk pada PT Pu-
puk Indonesia (Persero) dan 
anak perusahaan sebesar 
Rp338,52 miliar.

“Faktor koreksi tersebut, 
antara lain karena ketidak-
patuhan terhadap ketentu-
an allowable/non allowable 
cost, subsidi diperhitungkan 
lebih tinggi, dan tidak ada 

upaya efi siensi dalam mem-
produksi yang mengakibat-
kan harga pokok penjualan 
menjadi tinggi dan moral 
hazard dalam perhitungan 
besaran subsidi,” ujar Anggo-
ta VII BPK Slamet Edy Pur-
nomo saat menyampaikan 
Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP) atas Laporan Keu-
angan (LK) Bagian Anggaran 
(BA.999.07) belanja subsidi/
pelaksanaan kewajiban pela-
yanan publik di Kantor Pusat 
BPK, dikutip dari keterangan 
resmi, di Jakarta, Selasa 
(12/11/2024).

Penyaluran subsidi ku-
rang tepat sasaran juga di-
sebabkan penggunaan data 
penerima subsidi yang belum 
akurat dan terintegrasi, serta 
lemahnya fungsi monitoring 
pelaksanaan perhitungan 
dan penyaluran subsidi/
kompensasi/PSO. Hal ini 
dinilai menunjukkan kele-
mahan implementasi tata 
kelola dan sistem pengenda-

Jakarta, HanTer - PT 
Pertamina EP menyatakan 
komitmennya mendukung 
keberlanjutan energi di 
ajang Abu Dhabi Petroleum 
Exhibition and Conference 
(ADIPEC) 2024 yang dise-
lenggarakan di Abu Dhabi 
National Exhibition Centre, 
Uni Emirat Arab (UEA).

Manager Communica-
tion Relations and CID PT 
Pertamina EP Pinto Budi 
Bowo Laksono dalam ke-
terangan di Jakarta, Selasa 
mengatakan bahwa pihaknya 

telah memaparkan prinsip 
keberlanjutan dan program 
pemberdayaan masyarakat 
sebagai implementasi ko-
mitmen Pertamina EP dalam 
mendukung pencapaian tu-
juan pembangunan berke-
lanjutan (SDGs) di Indonesia 
di ajang tersebut.

"Pertamina EP fokus 
menjaga prospek bisnis ber-
kelanjutan dengan mem-
prioritaskan keseimbangan 
lingkungan, pemberdayaan 
masyarakat dan tata kelola 
bisnis yang transparan serta 

menerapkan 5P, yaitu peop-
le, planet, prosperity, part-
nership, peace," kata Pinto.

Dia menyampaikan bah-
wa di ajang tersebut, Per-
tamina EP berkesempatan 
berbagi dalam sesi bertajuk 
"Creating Long-term Value 
for Stakeholders through 
Sustainable Business Prac-
tices".

Pertamina EP, kata dia, 
terus mengembangkan ope-
rasi yang bijaksana dan ung-
gul secara profesional.

"Harapan kami adalah 
memberikan kontribusi po-
sitif pada lingkungan dan 
masyarakat, menjadikan 
Pertamina EP sebagai peru-
sahaan minyak dan gas bumi 
kelas dunia yang environ-
mental friendly, social res-
ponsible, dan bekerja dengan 
prinsip good governance," 
kata Pinto.

Pertamina EP menjadi 
salah satu delegasi di anjung-
an Paviliun Indonesia pada 
ajang tersebut.

ADIPEC merupakan ge-
laran eksibisi lingkup sektor 

energi global, mulai dari 
pembuat kebijakan, pemim-
pin sektor energi, inovator 
hingga perusahaan energi 
di seluruh dunia. ADIPEC 
ke-40 tahun ini mengusung 
tema "Connecting Minds, 
Transforming Energy".

Sebanyak lebih dari 
200.000 peserta, 54 perusa-
haan energi tingkat nasional, 
internasional, dan terintegra-
si dari 30 negara turut ber-
partisipasi untuk bertukar 
informasi, menjalin kerja 
sama, serta membuka akses 
terhadap solusi, berdiskusi 
praktik terbaik dan strategi 
baru guna mengarahkan 
dan membentuk masa depan 
sektor energi.

Partisipasi sektor mi-
gas di Paviliun Indonesia 
tersebut dikoordinasi oleh 
SKK Migas, yang didukung 
oleh Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM), Pertamina Hulu 
Energi Pertamina EP dan 
sejumlah KKKS, di antara-
nya Medco, bp Indonesia, 
Harbour Energy, Petrogas, 

Energi Mega Persada, Inpex, 
dan ExxonMobil Indonesia.

Keikutsertaan industri 
migas di ajang internasional 
itu merupakan salah satu 
upaya untuk meyakinkan 
investor dunia mengenai 
potensi industri hulu migas 
di Indonesia.

Dalam acara pembukaan, 
Kepala Divisi Program dan 
Komunikasi SKK Migas Hudi 
Suryodipuro menekankan 
pentingnya kolaborasi de-
ngan perusahaan-perusaha-
an migas berkelas dunia.

Sebagai salah satu pilar 
ketahanan energi nasional, 
lanjut Hudi, industri hulu 
migas Indonesia perlu mem-
perkuat kemitraan dengan 
perusahaan-perusahaan mi-
gas di tingkat global.

"Kemitraan ini memung-
kinkan percepatan penemu-
an cadangan-cadangan mi-
gas baru, transfer teknologi, 
dukungan fi nansial, pening-
katan kapasitas nasional, 
dan inovasi berkelanjutan," 
ujarnya. 

 Sammy

Jakarta, HanTer - 
Pemerintah menyeder-
hanakan alur distribusi 
pupuk subsidi bagi para 
petani yang pada awal-
nya memerlukan surat 
keterangan dan regulasi 
yang rumit di daerah, kini 
diringkas menjadi hanya 
tiga level penyaluran.

Menteri Koordinator 
Bidang Pangan Zulkifli 
Hasan usai melakukan ra-
pat koordinasi di Jakarta, 
Selasa, menyatakan nan-
tinya penyaluran pupuk 
subsidi bagi para petani 
tersebut hanya melalui 
Kementerian Pertanian 
dan Pupuk Indonesia, 
serta langsung diserahkan 
kepada para petani mela-
lui gabungan kelompok 
tani (gapoktan).

"Jadi penanggung ja-
wab pupuk bersubsidi 
Kementerian Pertanian, 
nanti memutuskan SK-
nya. Jadi, tidak lagi nanti 
ada dari bupati, dari gu-
bernur dari kementerian 
lain, Kementan saja. Tadi, 
saya lihat itu ada delapan 
kementerian, bayang-
kan kan jadi rumit seka-
li. Jadi, dari Kementan 
cukup serahkan kepada 
Pupuk Indonesia, lalu 
kirim kepada gapoktan," 
kata dia.

Menko Zulhas menga-
takan regulasi terkait pe-
nyederhanaan distribusi 
pupuk subsidi ini bakal 

dituangkan dalam bentuk 
peraturan presiden (per-
pres), dan akan selesai 
dalam waktu satu bulan.

"Ini akan segera kita 
sampaikan perpresnya, 
mudah-mudahan satu 
bulan bisa selesai, te-
tapi akan dimulai dari 
Kementerian Pertanian, 
sehingga nanti Januari, 
Februari, dan seterus-
nya pupuk ini tidak akan 
menjadi masalah lagi," 
kata dia.

Lebih lanjut, Menteri 
Pertanian Andi Amran 
Sulaiman mengatakan 
selain menetapkan pe-
nyederhanaan distribusi 
pupuk subsidi bagi para 
petani, pemerintah juga 
menambah volume pupuk 
menjadi dua kali lipat 
yang sebelumnya hanya 
menargetkan penyaluran 
sebanyak 4,7 juta ton, 
menjadi 9,5 juta ton.

"Volume pupuk di-
tambah dua kali lipat dari 
rencana sebelumnya yaitu 
100 persen naik dan kita 
sekarang berdasarkan 
kuantum jadi 9,5 juta ton 
kuantumnya per tahun, 
kalau luas tanah bertam-
bah, kita tambah," ujar 
Mentan.

Sebelumnya, Wakil 
Direktur Utama Pupuk 
Indonesia Gusrizal me-
ngatakan saat ini keterse-
diaan stok pupuk bersub-
sidi di tanah air sebesar 
1,2 juta ton.

Jumlah pupuk subsidi 
1,2 juta ton di seluruh 
Indonesia atau setara 175 
persen itu merupakan 
ketentuan minimum se-
suai dengan peraturan 
Menteri Perdagangan

Terkait  distribusi 
pupuk, ia melanjutkan 
mendapatkan masukan 
agar pupuk setiap musim 
tanam harus ada. 

 Sammy

Jakarta, HanTer - Wakil 
Ketua Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) Budi Pri-
jono mengatakan Museum 
BPK di Magelang, Jawa 
Tengah, memiliki peran 
penting dalam mengedu-
kasi masyarakat tentang 
kontribusi lembaga ter-
sebut dalam tata kelola 
keuangan negara yang 
transparan dan akuntabel.

"Museum BPK di Ma-
gelang merupakan wadah 
luar biasa yang memadu-
kan sejarah dan edukasi 
mengenai peran BPK da-
lam mengawal keuangan 
negara. Pengunjung dapat 
memahami dengan lebih 
jelas kontribusi BPK da-
lam menjaga transparansi 
dan akuntabilitas guna 
mewujudkan tata kelola 
keuangan negara yang 
bermanfaat,” ujarnya saat 
mengunjungi museum 
tersebut dikutip dari kete-
rangan resmi, di Jakarta, 
Selasa (12/11/2024)

Lebih lanjut, Museum 
BPK memiliki berbagai 
instalasi pameran yang 
menekankan penyajian 
informasi melalui sarana 
dan prasarana interaktif 
serta kekinian.

Selain gaya museum 
nan artistik kontemporer, 
terdapat berbagai instalasi 
interaktif yang berfung-
si mengedukasi para pe-
ngunjung.

Dalam kesempatan 

yang sama, Anggota VI 
BPK Fathan Subchi meng-
harapkan Museum BPK 
dapat terus menarik minat 
masyarakat, khususnya 
dari kalangan pelajar dan 
mahasiswa sehingga ber-
kembang menjadi pusat 
edukasi yang menginspi-
rasi generasi mendatang.

“Hadirnya Museum 
BPK diharapkan dapat 
terus menarik minat ma-
syarakat, terlebih pelajar 
dan mahasiswa agar men-
dapatkan pemahaman ter-
kait pengelolaan keuangan 
negara yang akuntabel,” 
ucap dia.

Museum BPK disebut 
akan selalu memberikan 
tempat untuk inovasi dan 
menyajikan informasi re-
levan, memperkuat peran-
an sebagai jembatan an-
tara sejarah, pendidikan, 
maupun kesadaran publik 
atas urgensi nilai-nilai in-
tegritas dalam pengelolaan 
keuangan negara.

Senada, Anggota V 
BPK Bobby Adhityo Ri-
zaldi mengapresiasi pe-
nyajian berbagai informasi 
tentang BPK yang dikemas 
dengan konsep menarik 
dan modern.

“Hal ini menjadi poin 
plus karena berpotensi 
menjadi tempat wisata 
edukatif yang menarik 
bagi generasi muda,” ujar-
nya. 

 Sammy

ZULKIFLI HASAN
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BPK TEMUKAN NILAI KOREKSI RP1,8 TRILIUN 
TERKAIT PROGRAM SUBSIDI 15 BUMN
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry 
Warjiyo memperkirakan anggaran tahunan 
BI (ATBI) 2025 akan mengalami defisit 
sebesar Rp26,7 triliun.

Jakarta, HanTer—Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menemukan nilai koreksi 
sebesar Rp1,8 triliun atas 
pelaksanaan program sub-
sidi/kompensasi/public ser-
vice obligation (PSO) tahun 
anggaran 2023 terhadap 15 
BUMN berdasarkan hasil 
pemeriksaan pada semester 
I-2024.

Pada 10 BUMN, BPK 
menemukan ketidaksesu-
aian pengelolaan subsidi 
dengan peraturan perun-
dang-undangan sebesar 

Rp461,63 miliar.
Koreksi tersebut di an-

taranya juga berasal dari 
subsidi pupuk pada PT Pu-
puk Indonesia (Persero) dan 
anak perusahaan sebesar 
Rp338,52 miliar.

“Faktor koreksi tersebut, 
antara lain karena ketidak-
patuhan terhadap ketentu-
an allowable/non allowable 
cost, subsidi diperhitung-
kan lebih tinggi, dan tidak 
ada upaya efisiensi dalam 
mem-produksi yang meng-
akibat-kan harga pokok 

penjualan menjadi tinggi 
dan moral hazard dalam 
perhitungan besaran subsi-
di,” ujar Anggo-ta VII BPK 
Slamet Edy Pur-nomo saat 
menyampaikan Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP) 
atas Laporan Keu-angan 
(LK) Bagian Anggaran 
(BA.999.07) belanja subsi-
di/ pelaksanaan kewajiban 
pela-yanan publik di Kantor 
Pusat BPK, dikutip dari ke-
terangan resmi, di Jakarta, 
Selasa (12/11/2024).

Penyaluran subsidi ku-
rang tepat sasaran juga 
di-sebabkan penggunaan 
data penerima subsidi yang 
belum akurat dan terinte-
grasi, serta lemahnya fung-
si monitoring pelaksanaan 
perhitungan dan penya-

luran subsidi/ kompen-
sasi/PSO. Hal ini dinilai 
menunjukkan kele-mahan 
implementasi tata kelola 
dan sistem pengenda-lian 
intern dalam mekanisme 
perhitungan dan penyalur-
an subsidi.

“Dampak dari permasa-
lahan tersebut pada akhir-
nya mengurangi ruang fiskal 
un-tuk mendukung pro-
gram pe-merintah lainnya,” 
ujarnya.

Berdasarkan hasil pe-
meriksaan tersebut, BPK 
merekomendasikan dewan 
komisaris BUMN untuk me-
ningkatkan pengawasan ke-
pada jajaran direksi dalam 
penyediaan barang subsidi, 
terutama perhitungan dan 
penetapan komponen biaya.

Rekomendasi ini diberi-
kan dalam rangka mencegah 
moral hazard dan kebocoran 
biaya produksi yang pada 
akhirnya dibebankan kepa-
da harga pokok penjualan.

“Kepada jajaran direksi 
BUMN agar memperbaiki 
sistem dan mekanisme pe-
nyaluran dan perhitung-
an subsidi, meningkatkan 
pengawasan kepada para 
pelaksana untuk lebih cer-
mat dan akurat dalam me-
nyusun laporan perhitungan 
subsi-di,” ujar Anggota VII 
BPK itu pula.

Satuan pengawas inter-
nal juga diharapkan lebih 
cer-mat dalam mereviu la-
poran perhitungan subsidi.

“Untuk BUMN, harus 
dapat meningkatkan kua-

litas data yang akurat dan 
terin-tegrasi, serta dapat 
berkoor-dinasi secara lebih 
intensif dengan kemen-
terian teknis dan Menteri 
Keuangan atas kelebihan/

kekurangan pem-bayaran 
subsidi tahun 2023, de-
ngan mendasarkan kepada 
hasil pemeriksaan BPK,” 
ujarnya. Dedy. 

n Sammy

Jakarta, HanTer—PT 
PLN (Per-sero) melalui sub-
holding Energi Primer Indo-
nesia (PLN EPI), menggan-
deng perusahaan ener-gi 
Uni Emirat Arab (UEA), 
Mu-badala Energy untuk 
kerja sama utilisasi dan pe-
ngembangan infrastruktur 
gas bumi dari Blok Anda-
man Selatan yang terletak 
di lepas pantai utara Aceh.

Direktur Utama PLN 
Dar-mawan Prasodjo me-
ngatakan, kerja sama anta-
ra PLN dengan Mubadala 
Energy merupakan wujud 
komitmen perseroan untuk 
mendorong pemanfaatan 
gas bumi di sektor kelis-
trikan. Upaya ini searah 
dengan program tran-sisi 
energi pemerintah Indo-
nesia untuk mencapai nol 
emisi di tahun 2060.

“Gas bumi merupakan 
sum-ber energi yang vital 
dalam mendorong transisi 
energi sektor kelistrikan. 
Indonesia memiliki potensi 
sumber gas bumi yang me-
limpah dan kerjasama ini 
akan mendorong hadirnya 
alternatif sumber energi 
untuk pembangkit listrik,” 
kata Darmawan dalam ke-
terangannya di Jakarta, 
Selasa (12/11/2024)

Darmawan menambah-
kan dengan kolaborasi ini, 
PLN ber-potensi menda-
patkan pasokan gas seba-
gai sumber energi ren-dah 
emisi. Selanjutnya, kedua 
belah pihak akan segera 
melaku-kan studi menye-
luruh terkait pe-manfaatan 
gas yang ditemukan di Blok 
Andaman Selatan.

“PLN berkomitmen pe-
nuh mengembangkan ener-
gi yang lebih hijau untuk 
memastikan masa depan 
yang lebih baik untuk ge-
nerasi mendatang. Per-
ubahan iklim menjadi isu 
global sehingga dalam pena-
nganannya pun diperlukan 
kolaborasi kolek-tif,” jelas 
Darmawan.

Sementara itu, Mana-
ging Director & CEO Muba-
dala Energy Mansoor Moha-
med Al Hamed mengatakan, 
penandatanganan MoU 
menjadi tahapan penting 
dalam pengembangan ener-
gi berkelanjutan antara 
kedua belah pihak.

“Kami percaya dengan 
kerja sama ini kita dapat 
mengopti-malkan potensi 
Blok Andaman Selatan dan 
memberikan dampak yang 
signifikan bagi perusahaan 
maupun seluruh wilayah,” 
kata Mansoor.

Kolaborasi PLN-Muba-
dala Energy tersebut di-
tandai dengan penandata-
nganan Memorandum of 
Understanding (MoU) ke-
dua belah pihak pada Selasa 
(5/11/2024) di Abu Dhabi.

Direktur Utama PLN 
EPI Iwan Agung Firstan-
tara menjelaskan bahwa 
gas bumi yang akan dieks-
plorasi berasal dari sumur 
Layaran dan Tangkulo di 
wilayah lepas pantai utara 
Aceh. Kedua sumur tersebut 
diestimasi mengandung 

PLN Gandeng Mubadala Energy Tingkatkan Pemanfaatan Gas Bumi
lebih dari 8 TCF gas.

Dengan sumber daya 
gas alam ini, PLN EPI dan 
Muba-dala Energy berko-
mitmen untuk mengem-
bangkan infrastruktur yang 

mendukung pemrosesan, 
transportasi, dan distribusi 
gas, sehingga dapat men-
dukung ke-butuhan energi 
bersih yang kian meningkat 
di Indonesia.

“Kami berharap stu-
di ini dapat menghasilkan 
peta jalan yang konkret 
dalam pemanfaatan gas 
alam sebagai solusi energi 
bersih yang tidak hanya 

ramah lingkungan, tetapi 
juga berdam-pak positif 
pada ekonomi lokal dan in-
frastruktur Indonesia,” ujar 
Iwan Agung.
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